
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Mutiara Yulanda selaku 

subkoordinator inspeksi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

peredaran obat kedaluwarsa di kalangan masyarakat umum adalah faktor 

kelalaian dan faktor kesengajaan. Tindakan ini juga sudah diberlakukan untuk 

pemberian sanksi kepada oknum yang melakukan kesengajaan ataupun 

kelalaian yang merugikan masyarakat. 

 

2. Sebagai lembaga non departemen, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

BBPOM terhadap beredarnya obat kedaluwarsa di Kota Padang cukup baik 

karena melakukan tindakan monitoring ke lapangan atau sarana distributor 

obat secara berkala estimasi 1 bulan sekali. BBPOM juga menyediakan Unit 

Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan salah satu bentuk 

perlindungan terhadap masyarakat Padang, terkait obat yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu, keamanan dan manfaat suatu produk. 

 

3. Bentuk sanksi yang diberikan kepada oknum juga tergantung terhadap faktor 

tindakan yang dilakukan, juga dari dampak korban. Sanksi-sanksi yang dapt 

diberikan berupa pencabutan izin usaha, pembayaran ganti rugi, penarikan 

barang dari edaran, sanksi peringatan (mayor), sanksi pemberhentian 

sementara, sanksi pemberhentian selamanya. 



B. Saran 

1. Kepada BBPOM Kota Padang untuk meningkatkan estimasi monitoring ke 

lapangan secara berkala di tiap bulannya agar pengawasan peredaran obat 

kedaluwarsa semakin ketat. 

2. Pihak BBPOM Kota Padang melakukan perluasan pengawasan monitoring yang 

mana inspeksi turun ke lapangan untuk mengawasi distributor obat hingga ke 

kawasan terpencil, sehingga peredaran obat kedaluwarsa benar-benar teratasi.  

2. Untuk sanksi yang diberikan BPOM kepada sarana distributor yang 

melakukan tindakan kerugian terhadap konsumen harus melakukan sesuai 

yang tertera di dalam Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2020 BPOM yang menjelaskan sanksi untuk sarana distributor dan 

didalam pasal 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menjelaskan juga untuk sanksi yang diberikan kepada sarana 

distributor terkait, langsung diberikan sanksi tersebut sebagaimana yang telah  

diatur pada masing-masing peraturan. 
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